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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Bentuk pelaksanaan perlindungan hak tenaga kerja perempuan pada PT. 

Nusa Raya Medika yaitu terlaksananya pemberikan hak-hak yang sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu 

pemberian upah/gaji, cuti melahirkan, cuti keguguran, hak perlindungan 

selama kehamilan serta larangan PHK dengan alsan menikah, melahirkan, 

dan keguguran. Adapun hak yang tidak terlaksana yaitu hak cuti haid dan 

hak menyusui. 

2. Hambatan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja perempuan yang 

dihadapi oleh PT. Nusa Raya Medika  yaitu kurangnya pemahaman 

pengusaha serta pekerjanya terkait apa saja hak-hak pekerja perempuan 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja. 

B.  Saran  

1. Perusahaan harus lebih memperhatikan lagi perlindungan serta hak 

terhadap pekerjanya terkhusus dalam bidang perlindungan tenaga kerja 

perempuan. 

2. Mengenai hambatan terkait fasilitas menyusui diharapkan agar pengusaha 
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menyediakan 1 ruangan privasi untuk ibu-ibu yang sedang dalam masa 

menyusui agar ASI yang diberikan kepada bayinya juga lebih optimal. 

3. Pihak pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi terkait hak-hak 

tenaga kerja perempuan dan lebih memperhatikan serta mengawasi 

perusahaan mengenai Undang-Undang perlindungan hak –hak terhadap 

tenaga kerja perempuan. 
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